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BUPATI TASIKMALAYA

PERATURAN BUFATI TASIKMALAYA
NOMOR 2s TAHUN 2013
TENTANG

PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK KABUPATEN TASIKMALAYA

DENCGAN RAHMAT TITHAN YANG MAHA S
BUPATI TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanas keleniuan Pasal 7 Undang-

Mengingat

b.

1.

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaaun Inlormasi
Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik, Daerah seciaku
Badan Publik wajib menyvediakan informasi yang akurat., benar
dan tidak menyesatkan sehinggs diperlukan pengelolaan
Informasi Publik secara balk dan efisien yang dapat diakses
secara prosedural;

bahwa berdasarkan pertimbangan scebagaimana dimaksud

tersebut pada huruf a, pérlu me apkan Peraturan Bupati
terttang Pengeloluan Lavanan Intormasi Publik Kabupaten
AsiKiGalave

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
DCaecrabh-Daerab ?:.-u'!--ll.m!- n dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Barat {Berita Negara Tabhun 1950} sebagaimana telah diubah
dengan  Undang-Undane Nomor 4 Tabun 1968 tentang
Pembentukan Kebupaten Purwakarin doan Kabupaten Subang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tenteng Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jaws Baral (Lembaran Negara Republhik
Indonesia Tabun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Kepublik Indonesia Nomor H851),

Undane-Lndang Nomor 32 Tehion 2004 entang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negera Repuluik Indonesia Tahun 2004
Momor 125, Tambohan Lemibaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);



o

10.

11,

1.

13.

14,

15.

16.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5071);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa
Tahun 2005 MNomor 165 Tambshan Lembaran Negara
Fepublik Indonesia Nomor 4393);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemenntahan antara  Femerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun
2007 Nomor B89, Tambahan Lembaran Negara Fepublik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Dasrah (Lembaran Negare ERepublik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Ht'[_}ubhl-l Indonesia Momor <474 1];

Peraturan Pemerintah MNomor 61 Tehun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Momor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukasn Informas: Poblle (Lembaran Negara Republik
Indoneisa Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Menteri Dalam Negern Nomor 35 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkunean Kementenan Dalam MNegeri dan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menterd Daelam FNegern Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentulkan Produk Huloum Daeerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikinalave Nomor 9 Tahun
2003 tentang Pendirian Prrusshan Daerah Usaha
Pertambangaen Kabupaten Tasikmalaya;

Peraturan Daerah Kabupafen Tasikmalaya Nomor 11 Tahun
2006 tenlang Satuan Polisi Pamong Praja;

Peraturan Daerah habupaten Tasikmalaya Nomor B Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Tasikmalaya;

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun
2008 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahan Daerah Air
Minum Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya;

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun
2008 tentang Sckretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tasikmalaya;



17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Noemor 15 Tahun
2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun
2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas
Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun
2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Tasikmalaya;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun
2008  tentang  Inspektorat Kabupaien  Tasikmalaya
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tasikmalava Nomor 9 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Dacrah Kebupaten Tasikmalaya
Nomor 17 Tahun 2008 tentang Inspektorat Kabupaten
Tasikmalaya;

20, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Momor 18 Tahun
2008  tentang Kecamsetan di Lingkungan Kabupaten
Tasikmalava;

21. Peraturan Daerah H.El_hu;leelt-ll lNasikmalava Nomor 4 Tahun
2010 tentang Merger dan Konsolidasi Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Tasikmalaya ;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalayas Nomor 15 Tahun
2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tasikbmalaya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIEMALAYA TENTANG PENGELOLAAN

LAYANAN INFORMAS! PUBLIK KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAE 1
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam peraturan SBupati ini, yang dimaksud dengan :

L.

Daerah adalah Kabupatcn Tasikmataya

2. Bupati adalah Bupan Tasikmalaya
3. Pemerintahan daerah adalalh penvelenggara urusan pemerintahan  oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD mcnurut asas otonom seluas-luasnya dalam
sistern dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyvelenggara pemerintahan daerah.

Pengelolaan adalah proses penerimaan, penyimpanan, pendokumentasian,
penyediaan danfatau pelayanan informasi di  Badan Publik yang
dipergunakan dalam penvelenggaraan pelayanan sebagai kewajiban dan janji
penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas,
cepat, mudah, terjangkau, dan teruloar.



6. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang
mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam
berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan dan teknologi
informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.

7. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan
penyelenggara dan penyelenggaraan pemerintah dan/atau penyelenggara dan
penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukasan Informasi Publik serta
informasi lain yang berkaiten denpan kepentingan publik.

8. Badan Publik adalah Pupati, Wakil Rupati, Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pemerintah dar Badan Usaha Milik Daerah vang fungsi dan tugas pokoknya
berkaitan dengan penvelengparaan pemerintahan, yang schagian atau
seluruh dananya bersumber darn Anggaran Pendapalan dan Belanja Negara
atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

9., Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID
sdalah pejabat yang bertangrungjawab di bidang penerimaan, penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan dan/atan pelayanan informasi di Badan
Publik dan bertanggung jawab langsung kepada atasan PPID sebagaimana
dimaksud pada Peraturan Bupati ini.

10. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yvang
bersanglutan dan/atau atssan dan atasan  langsung pejabat  yang
bersangkutsan

11. Meja informasi adalah tempat pelayansan Inforimmasi Publik scrta berbagai
sarana atau fasilitas penyelenggaren pelavanan nlormes lannya yang
bertujuan memudahkan perolehan Informas Publik

12. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara
sistematis tentang seluruh Informasi Publik vang berada di bawah
penguasaan Badan Publik tidak termnsuk informasi yang dikecualikan.

13. Permohonan informasi publik adalah Warza Noegara dan/atau Badan Hukum
Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomeor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publilk.

14. Orang adalah orang perscorangan, kclompok orang, badan hukum, atau
Badan Publik scbagaimana dimaksud dalam Uindang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tcntang Keterbukaan Infermasi Publik

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagizn hesatu
Tujuan
Pasal 2

Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik Kabupaten

Tasikmalaya bertujuan :

a. memberikan pedoman bagi Badan Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Tasikmalaya dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;

b. meningkatkan pengelolaan informasi publik di lingkungan Badan Publik
untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas;
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c. menjamin pemenuhan hak Warga Negara untuk memperoleh akses Informasi
Publik;

d. menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

Bagian Kedua
Ruang Linglkup Badan Publik

Pasal 3

(1} Ruang Lingkup Badan Publik meliputi :

a. Bupati dan perangkat daerah sebagai lembaga eksekutif daerah;

b. badan lain dalam wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang fungsi dan tugas
pokolnys berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yong sebagian atau
seluruh dananya bersumber darli Anpeeran Pendapatan dan Belanja
Negara dan/atau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

¢. Badan Usaha Milik Daerah.

(2] Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain tercantum
pads Lampiran Form O] tentang Badan Publik sebagal bagian yang tidak
terpisahkan dar Peraturan Bupati i

(3) Lembaga atau badan atau organisasi vang memenuhi kriteria sebagaimana
dimaksud pads ayat (1), tetapi beham masuk pada Lampiran sebagaimana
dimalesud pada ayat (2] tetap dianggap Badan Publik scbagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Pubhk.

BAR 111
UNIT PELAKSANA
Bagian Eesatu
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Prgal 4

(1) Bupat: menunjuk dan mengangkat PPID melalun Keputusan Bupat.

(2) Bupatl dapat menunjuk pejabat fungzional dan /atau petugas inlormasi yang
membantu  PPID dalam melaksanakan  tugas, tanggungjawab dan
wewenangnya sesuail dengan kebutuhan dan ketersedican anggaran daerah.

(3) PPID, pejabat fungsionai dan/atau pelugas inlurmas: yang membantu PPID
adalah Pegawai Neger Sipil.

Baginn Kedus
Tanggungjawal dan Wewenang PPID
Pazal 5
PPID bertanggungjawab di bidang layanan Informasi Publik yang meliputi proses
penecrimaan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan

Informasi Publik.
Pasal 6

(1) PPID bertanggungjawab mengkoordinasikan penerimaan, penyimpanan dan
pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di Badan Publik.
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Dalam rangka tanggungjawab scbagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID
bertugas mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara
fisik dari setiap unit/satuan kerja vang meliputi:

a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala:

b. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan

c. informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon informasi publik.

Dalam rangka tanggungjawab scbagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID
bertugas mengkoordinasikan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh
sctiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam rangka pembuatan dan
pemutakhiran Daftar Informasi Publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan
masing-masing unit/satuan keria selvrang-kuranenva 1 (satu) kali dalam
sebulan,

Penyimpanan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dilaksanakan sesuvai dengan peraturan perundang-undangan di bidang
kearsipan.

Pase! 7

PHID  bertanggungjawab mengkoordinasikan penyediaan dan peleyanan
seluruh informasi publik di bawah penguasaan Badan Publik yang dapat
diakzes oleh publilk.

Dalam rangks tanggungjawsb sebageimana dimaksud pada ayat (1}, PPID

bertugas mengkoordinasikan penyedisan dan pelayanan informasi publik

melalui pengumuman dan/atau permohonan.

Dalam hal kewgjiban mengumumkan informasi publik, PPID bertugas untuk

mengkoordinasikan:

&. pengumuman informasi publit melalui media vang secara efektil dapat
menjaneleau seluruh pemangku kepentingan; dan,

b. penyvampaan inlormasi publik delam babasa Indonesia yang baik dan
benar, mudah dipahami scrta memperimbangkan penggunaan bahasa
yang digunakan oleh penduduk setempat.

Dalam hal adanya permoheonan inflormasi publik, PPID berfugas -

a. mengkoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh
publik dengan petugas informasi di berbagas unit pelavanan informasi
untuk memenithi permohonan informasi publik;

b. melakukan penpujian entang Kooschucnst: yang tmbul sebagaimana
diatur dalam Pasal 19 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan [nicrmasi Publix sebelum menvatakan informasi publik
tertentu dikecualilcan.

c. menyatakan alasan terlulis pengccualian 'nlormasi Publik secara jelas dan
tegas, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;

d. menghitamkan atau mengaburican informasi publik yang dikecualikan
berserta alasannya; dan;

e. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi
dalam rangka peningkatkan kualitas layanan informasi publik.

Dalam hal terdapat keberatan atas penyediaan dan pelayvanan informasi

publilk, PPID bertugas mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan

keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila
permohonan Informasi Publik ditolak.




Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, PPID berwenang :

a. mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam
melaksanakan pelayanan informasi publik;

b. memutuskan suatu informasi publik dapat di akses publik atau tidak
berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal
7 ayat (4) huruf b;

c. menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik
yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai
alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk
mengajukan keberatan alas penolakai lerscuud, dai,

d. menugaskan pejabat lungsional dan,alau pelugas informasi di bawah
wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara dan/atau
memutakhirkan Daftar informasi publik secara berkala sekurang-lrurangnya 1
(satir] kali dalam scbulan dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fingsional
danfatau petugas informasi,

e. membentuk Sekretariat PPID Pembantu di masing-masing SKPD dan/atau
BUMD dengan tugas menyiapkan, menyediakan, mengumpulkan, mengolah
dan menghimpun informasi sesuai dengan bidang tugasnya,

I'I:.J-Eﬂ—i [ &]
PPID bertanggungjawab kepada atasan PPID dalam melaksanakan tugas,
tanggungjawab dan wewenangrnya.

BAB IV

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMEAN
Bagian Ke=atu
Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumuimkan Secara Berkala

Pasal 10

(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secars berkala informasi publik

yvang sekurang- kurangnya terdirl atas .

a. informasi tentang profil Badan Pubhi yang melpoi:

1) informasi tentang kedudulan atau domisili beserta alamat lengkap,
ruang lingkup kematan, maksud dan fujuan, tugas dan fungsi Badan
Publik bescria kantor vmit-unil di bawahnya;

2) struktur organisasi, gambaran umum scuap satuan kerja, profil
singkat pejabat struktual; dan fatau;

3) laporan harta kekayoan bag Pejabat Megara yang wajib melakukannya
vang telah diperiksa, di verifikasi dan telah dikirimkan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk di umumkan;

b. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang
dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri
atas:

1) nama program dan kegiatan;

2] penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor
telepon dan/atau alamat yang dapat di hubungi;

3} target dan/atau capaian program dan kegiatan,

4) jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;

5) anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;



6) agenda terkait pelaksanaan tugas Badan Publik;

7) informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak
masyarakat;

8) informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan
Publik Negara; dan/ atau;

9) informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik
menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum.

¢. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkungan Badan Publik
berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang
dijalankan beserta capainya;

d. nngkasan laporan keuangan yang seloursng-kurangnya terdiri atas :

1} rencana dan laporan realizasi anggaran;

2) neraca;

3) laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disususn
sesuai dengan standar akuntans yang berlakuy,

4) daftar aset dan inventaris.

c. ringkasan laporan akscs Informasi Publik yang sekurang-kurangnyva terdin
atas .

1} jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima;

2} waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi
Publilk;

3) jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagaian
ateu seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak;

4} alasan penolakan permohonan Informas) Publilk.

f. informasi temtang peraturen, keputusan, dan/atan  kebijakan yang
mengikat danfalay berdampak bag publik yang dikelearkan olch Badan
Publik yang sekurang-kurangnya terdin atas -

1} daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-
undangan, keputusan, dan/atan leehijakan yang sedang dalam proses
pembuatan;

2) daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atan
kebijakan vang telah di sahkan atau ditetnplan.

g. informasi tentang ata cara memperoleh Tnformasi Publik, serta tata cara
pengajuan keberatan serta prosés penyelesaian senghkela Informasi Publik
berikut mhak-pihak vang bertangunmawab vang dapat dihubungi;

h. informasi tentang ota cara pengacduan penyvalahgunaan wewenang atau
pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabatl Badsn Publik maupaun
pihak yang mendapathkan i=in alau penianjian kerja dari Badan Publhik yang
bersangkutan ;

i. informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan
peraturan perundang-undangan teckait; dan/ atau;

j- informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi
keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.

(2] Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling kurang 1 (satu) kali dalam setabhun.
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(2}

(3)
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Bagian Kedua
Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta
Pasal 11

Setiap Badan Publik yang memiliki kewenangan atas suatu informasi yang
dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan/atau
badan publik yang berwenang memberikan izin dan/atau melakukan
perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam
hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum wajib memiliki standar
pengumuman informasi serta merta.

Informasi yang dapal mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban

umum sebagaimana dimaksud pada ayat {1} melipud antara lain ¢

a. informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan
karena faktor alam, hama penyakit taneman, epidemik, wabah, kejadian
luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;

b. informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan wdustri
atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan
dan kegiatan keantariksaan;

c. bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok
atan antar bomunitas masvarakat dan leror;

d. informas: tentang jenis, persebaran, dan daerah yvang menjadi sumber
penyakit yang berpotensi menular;

e. informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh
masvarakat, dan/atau;

{. informasi tentang rencana gangguan lerhadap utilitas publik.

Standar pengumuman informasi sebagaimans dimaksud pada  ayat [li

sekurang-kurangnya meliputi :

a. potensi bahava dan/atan besaran campak vang dapat dinmbulkan;

b. pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak baik masvarakat umum
meupun pegawai Badan Publik yang mcenerima win atau perjanjian kerja
dari Badan Publik tersebut;

c. prosedur dan empal evakuasi apabilz keadaan darurat terjadi;

d. cara menghindari bahaya dan/atau dampak yvang ditimbulkan;

e. cara mendapatkan bantuan dari pthak vang berwenang;

f. pihak-pihak vang wajih mensumumksn informasi vang dapat mengancam
hajat hidup orang banyalt dan ketertiban umum;

g. tata cara pengumuman iniormeasi apabila keadaan darurat terjadi;

dan/atau
h. upaya-upaya vang dilakulan cich beduan publik dan/atau pihak-pihak
yvang berwenang dalam menanggilangi bahaya danj/atau dampak yang
ditimbulkan.
Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi
pelaksanaan standar pengumuman informasi serta merta sebagaimana
dimaksud pada ayvat (3) serta memastikan pelaksanaanya oleh pihak yang
menerima izin dan/fatau melakukan perjanjian kerja.
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Bagian Ketiga
Informasi yang Wajib Tersedia Sctiap Saat

Pasal 12

(1) Setiap Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat vang
sekurang-kurangnya terdiri atas : )

a.

daftar informasi publik yang selourang-kurangnya memuat :

1} nmomor;

2} rningkasan isi informasi

3] pejabat atau unit atau satuan kinerja yang menguasai informasi;

4) penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi;

2] waktu dan tempat pembuatan informasi;

6) bentuk informasi yvang tersedia; dan

7) jangks waktu penyimpanan atau retensi arsip.

informasi tentang peraturan, keputusan danfatau kebijakan Badan Publik

yang sekurang-kurangnya terdiri atas :

1} dokumen pendukung scperti naskah akademis, kajisn atau
pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau
kebijakan daecrah;

2] masuksn-masukan dari I}r:g'I:.ﬂg;_u pihak atas peraturan, keputusan
atau kebijakan daerah;

3) risalah rapat dari proses pembentukan, keputusan atau kebijakan
daerah:

4) rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan daerah:

3) tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan daerah: dan

65) peraturan keputusan dan/atay kebijakan yang telah diterbitkan.

selurubi informasi lengkap vang wajib disediakan dan diuvmumkan secara

berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1t

informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan,

antara lain :

1) pedoman pengelolasn organisas:, administrasi, kepegawaian dan
keuanean:

2) profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir
ataul posisi, sgjarah pendidilkan, penpghargasn dan sanksi berat yvang
pernah diterima;

3) anggaran Badan Publik seccora wimun: maupun anggaran Secara
khusus unit pelakesana teknis serta laporan Keuangannya; atau,

4) data statisuil yanpg dibuatl dan diksiela dleh Badan Publik.

surat-surat penaniian  dengan pihak ketien berikut  dokumen

pendukungnya;

surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;

syarat-syarat perizinan, izin yang di terbitkan danj/atau dikeluarkan

berikut dokumen pendukungnya dan laporan penataan izin vang

diberikan;

data perbendaharaan atau inventaris;

rencana strategis dan rencana kerja badan publike.

agenda kerja pimpinan satuan kerja;

1
|
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k. informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik yang
dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan informasi publik yang
dimiliki berseta kondisinya, sumber daya manusia yang mengenai layanan
Informasi Publik beserta kualifikasinya, angaran layanan informasi publik
seria laporan penindakannya;

l. jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh
masyarakat serta laporan penindaknya;

m. jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh
pengawas internal serta laporan penindaknya;

n. daftar serta hasil-hasil penelitian yvang dilakukan;

o. nformasi Publik lain vange felah dinvatakan terbuka bagi masyarakat
berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyclesaian sengketa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

p. informasi tentang standar pengumuman informas) sebagaimana dimaksud
rlalamm Pasal 12 bagi Badan Publik lain yang memberikan izin dan/atau
melakukan perjanjian banyak dan ketertiban umum; dan/atau;

q. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dolam
pertemuan vang terbuka untuk umum,.

Daftar informasi publik sebagaimana dimaksud padn ayat (1) terdapat pada
lampirant form 02 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini

BAB V
INFORMASI YANG DIKECUALTKAM
Bagian Kesalu
U

Pasal L3

Setiap Badan Publik wajib membuka akses informasi publik bagi setiap
pemohon informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana
diatur dalam Undang-undang Keterbukaan Inflormasi Publik.

Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya :

a. informasi Publik yang apabila dibula dan diberikan kepada pemohon
informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu
informasi vang dapatl,

1) menghambat proses penyelidikan don penyidikan suatu tindak pidana;

2) mengungkaplkan identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban
yang mengetahuw adanya tndak pidana;

3) mengungkapkan data inielejen kriminal dan rencana-rencana yang
berhubungan dengan pencegnhan dan penanganan scgala bentuk
kejahatan transnasional,

4) membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum
dan/atau keluarganya dan/atau,

5/ membahayakan keamanan peralatan, scrta dan/atau prasarana
penegak hukum.

b. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon
informasi publik dapat mengganggu kepentingan hak atas kekayaan
intelektual dan perlindungan dan persaingan usaha tidak sehat;
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informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon

dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu :

1) informasi tentang strategi, intelejen, operasi, teknik dan taktik yvang
berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan
Negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran
atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dar dalam dan luar
negeri;

2} dokumen yang memuat tentang strategi, intelejen, operasi, teknik dan
taktik yang meliputi tahap perencanaan sistem pertahanan dan
keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan
pengakhiran atau evaluasi;

3) jumlah, komposisi, disposisi, atan dislokasi kelouatan dan kemampuan
dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta
rencana pengembangannya;

4} gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau
instalasi militer;

5) data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain
terbatas pada sepgala tindakan dan/atau indikasi negara lain terbatas
pada segala tindakan dan/atan1 indikasi Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain
vang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagan rahasia atau sangat
rahasia.

6) =istem persandian negara; dan/ataa

T) sistem ifitelejen negara.

. informasi publik yang apabila dibvlka dan diberiken kepada pemohon

informasi publik dapat menpangkapkan keebayaonn alam Indonesia;

informasi publik yvang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon

Informasi publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:

1} rencana awal pembelian dan penjualan mate uang nasional atau asing,
saham dan aset vital milik negars;

2) renecane awal nilan talkar, suko bungs dan model operasi institusi
keuangan;

3) rencana awal perubahan sukn bunga bank, pinjaman pemerintah,
perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara /daerah lainya;

4) rencans awal penjualan atau pembelian taneh atau properti;

3) rencana awal investasi asing;

6) proses dan hasil pengawsazan perbeoksn, asuransi, atau lembaga
keunangan lainya; dan /otau,

7) hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan vang.

informasi publik vang apabila dibvka dan diberikan kepada pemohon

dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:

1) posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh
negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional,

2] korespondensi diplomatik antar negara;

3) sistem komunikasi dan persandian yang digunakan dalam
menjalankan hubungan internasional;dan/atau,

4) perlindungan dan pengamanan infrastuktur strategis Indonesia di luar
Negeri.
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g informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi data
otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat
seseorang ;

h. informasi publik yang apablia dibuka dan diberikan kepada pemohon
informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi; yaitu:

1) riwayat dan kondisi anggota keluarga;

2) riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis
SESCOTAN,

3) kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank SCSCOTANE;

4) hasil-hasil evaluasi schubungan dengan kapabilitas, intelektualitas
dan rekomendasi kemampuan seseorang dan fatau;

J) catatan yang menyangloat pribadi seseorang vang berkaitan dengan
kegintan suatu pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra publik, yang

menurut sifatnya dirahasialean kecuali atas putusan komisi informasi atau

pengadilan;

informasi yang tidak boleh diungkspkan berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 14

Pengecualian informasi publik didassrian pada pengujinn tentang konsekuensi
vang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan
dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan
yang lebih besar daripads membukanya atau scbaliknya

(1)

(2)

(3)

(4

(1}

l:l-at_;iﬂn Kedus
Tata Cara Pengecualinn Informasi Publik

Pasal 15

PPID wgjib melakukan pengunan konscluenst berdasarkan alasan pada Pasal
17 Undang-Undang Nomor 14 tahuan 2008 tentang Keterbukoan Informasi
Publik schelum menyatakaen suaty informas? publik sebagai informasi publik
yvang dikecualikan.

PPID yang melakuan pengujian konselens: berdaserkan alasan pada Pasal
17 hurul J Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik wajib menyebutkan ketentuan secara jelas dan tegas pada
undang-undang vang dijadikan dasar yang menyatakan suatu informasi wajib
dirahasiakan.

Alasan sebagaimana dmmaksud pada avat (1) dan avat (2) harus dinvatakan
secara tertulis dan disertakan dalam surat gemberitahuan tertulis atas
permohonan informasi publik.

Dalam melaksanakan pengujinn konsekuensi, PFID dilarang
mempertimbangkan alasan pengecualian selain hal-hal yang diatur dalam
Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

Pasal 16

PPID wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang di
kecualikan dalam suatu salinan dokumen informasi publik yang akan
diberikan kepada publik.

s
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(2) PPID tdak dapat menjadikan pengecualian sebagai informasi dalam satu
salinan informasi publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik
terhadap keseluruhan salinan informasi publik.

(3] Dalam hal dilakukan penghitaman atau pengaburan informasi, PPID wajib
memberikan alasan dan materinya pada masing-masing hal yang dihitamkan
atau dikaburkan.

Pasal 17

{1) Badan Publik mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pengecualian
informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.

(2) Pengaturan mengenal lala cara peingecualian uuormasi publik sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) wajlb memperumbangkan jangka wakiu pelayanan
informasi scbagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BARE VI
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Bagian Kesatu

Umum

Pagal 18
(1) Setinp orang berhak memperoleh informasi publik dengan cara melihat dan

mengetahui informasi serta mendapatkan salinan informasi publike.

(2) Badan Publik wajib memenuhi hak scbagmmana dimaksud pada ayat (1)

melalui
a. pengumuman informasi publik; dan,
b. penyvediaan informasi publik berdasarkan permobicnan,

Bagian khedus
Standar Layvanan Informasi Publik Melalul Pengumuman

Pasal 19

(1) Badan Publik wajib mengpumumkan informasi scbagaimana dimalksud dalam
Pasal 10,

(2) Badan Publik wajib mengumumkan informasi vang wajib disediakan dan
diumumkan sccara berkala sebagaimana dimaksud dalam Passal 10 sekurang-
kurangnya melalul situs resmi papan penpumurmon dengan cara yang mudah
di akses masyarakat

(3) Pengumuman informas: sebagaimeana dunabsud pada ayat (1) dan ayat (2),
dengan mempergunakan bahasa Indonesia yvang baik dan benar, mudah
dipahami serta dapat mempertumbangkan penggunaan bahasa yang
digunakan penduduk setempat.

(4) Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2)
disampaikan dalam bentuk yang memudahkan bagi masyarakat dengan
kemampuan berbeda untuk memperoleh informasi.

Pasal 20

(1) Badan Publik sesuai dengan kewenangan wajib mengumumkan informasi
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan menggunakan bahasa vang
mudah dipahami, media vang dapat dan disampaikan tanpa adanya
penundaan.

I e —
- - -
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(2) Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengumumkan
secara berkala informasi tentang prosedur evakuasi keadaan darurat kepada
pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak dan menyediakan sarana
prasarana bagl penyebarluasan informasi keadaan darurat.

{3} Badan publik yang berwenang memberikan izin dan/atau membuat perjanjian
dengan pihak ketiga terhadap sesuatu kegiatan yvang berpotensi mengancam
hajat hidup orang banyak serta ketertiban umum wajib :

a. mengumumkan prosedur evakuasi keadaan dararat kepada pihak-pihak
yang berpotensi terkena dampak; dan,

b. menyediakan sarana dan prasarana vyang menjadi bagian dan
penyebarluasan informasi keadaan darurat.

Bagian Ketiga
Standar Lavanan Informasi Publik Melalui Permohonan

Pasal 21
Seluruh informasi publik yang berada pada Badan Publik selain informas: yang

dikecualikan dapat diakscs oleh publik melalui prosedur permohonan informasi
publik

Pasal 2.
(1) Permohonan informasi publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak
tertulis,
(2) Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, pemohon;
a. mengsi formulr permohonan; dan,
b. membavar Whaya salinan denfatav  pengicioan  informas:  apabila

dibutuhkan.
(3] Dalam hal permohonan diajukan sccara tidak tertulis, FPID memastikan
permohonan informasi publik tercatal dalam formulir permohonan.
{4) Formulir permchonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dan ayat (3)

selkurang-kurangmra memuat;

a. nomor pendaftaran vang diisi berdasarkan nomor setelah permohonan
informasf publik diregistrasi,

b. nomor induk kependudukan (NIK) atau nomor Karu Tanda Penduduk

(KTF)

NAma,

alamat;

pekerjaan;

nomor telepon/e-madl,

rincian informasi yvang dibuiuhken;

tujuan penggunaan informasi;

cara memperoleh informasi; dan
j. cara mendapatkan salinan informasi.

(5) Fermulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dan ayat (3)
terdapat pada lampiran form 03 yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

TR of AaD

Pasal 23

(1) PPID wajib mengkoordinasikan pencatatan permohonan informasi publik
dalam register permohonan.
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(2) PPID wajib memastikan formulir permochonan yang telah diberikan nomor
pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan informasi publik diserahkan
kepada pemohon informasi publik

(3) Dalam hal permohonan informasi publik dilakukan melalui surat elektronik
atau pemohon datang langsung, PPID wajib memastikan diberikannya nomor
pendafiaran pada saat permohonan diterima

(4) Dalam hal permohonan Informasi Publik dilakukan melalui surat atau
faksimili atau cara lain yang tidak memungkinkan bagi Badan Publik untuk
memberikan nomor pendaftaran secara langsung, PPID wajib memastikan
nomor pendaftaran dikirimkan kepada Pemohon Informasi Publik.

(3) Nomor pendaftaran sebagnimana pada avat (4} dapat diberikan bersamaan
dengan pengiriman informasi publik

(6) PPID wajib menyimpan salinan formulir permohonan yang telah diberikan
nomor pendafliaran sebagail tanda bukti permohonan informasi publik.

(7) Register permohonan scbhagaimana dimaksud pads ayat (1) sekurang-
kuranenya memuat:

a. nomor pendaftaran permohonan;
b. tanggal permohonan;
c. nomor induk kependudukan (NIK) ataun nomor Kartu Tanda Penduduk

(KTH)

namsa Permohon Informast Publik:

alamarn;

pekerjaan;

nomor kontak;

informasi publik yang diminta;

tujuan penpEuGasn informasi;

status informasi untuk mencatat apakah Pemohon Informas: ingin melihat

arau mendapatkan salinan informasi;

k. format informasi yvang dikuasai;

jenis permohonan untulk menecatat apakah Pemochon Informasi ingin

melibat atau mendapatkan salinan intormasi;

m. keputusan untuk menerima, menolak, atau menyarankan ke Badan Publik
lain;

n. alasan penolakan bila permohonan Informasi Publik ditolals;

©o. hari dan tanggal pemberitahuan tertulis serta pemberian informasi; dan

p. biaya serta cara pembayaran untuk mendepatizan iniormasi publik yang
diminta.

(8) Format register permohonan =ebagaimana rflimaksud pada ayat (7) terdapat
pada lampiran form 04 dan merupsakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

1_—|-|r—r:':r';rm :ﬁpp

Pasal 24

(1) Dalam hal permchonan informasi publik bermaksud untuk melihat dan
mengetahui informasi publik, PPID wajib:

a. memberikan akses bagi pemohon untuk melihat informasi publik yvang
dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau
memeriksa informasi publik yang dimohon;

b. memberikan alasan tertulis schagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan
Pasal 16 apabila permohonan informasi publik ditolak; dan
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c. membenkan informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta
formulirnya bila dikehendaki.

(2) Dalam hal pemohon informasi publik meminta salinan informasi, PPID wajib
mengkoordinasikan dan memastikan:

a. pemochon informasi publik memiliki akses untuk melihat informasi publik
yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau
memeriksa informasi publik yang dimohon;

b. pemohon informasi publik mendapatkan salinan informasi yang
dibutuhkan;

c. pemberian alasan tertulis dengan mengacu kepada ketentuan dalam Pasal
15 dan Pasal 16 apahila permohonan informasi ditolak; dan,

d. pemberian informasi tentang tata rara mengajukan keberatan beserta
formulirmya bila dikehendalki,

(3) PPID wajib memastikan pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan (2] dibantu dalam melengkapi persyaratan sebagaimana
dimak=ud dalam Pasal 22 sclambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak permmohonan
informasi publik diajukan.

(4) PPID wajib memastikan permohonan Pemohon informasi publik sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dan [2) tercatat dalam register permohonan
sebageimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 25

(1) PPID wajib memberikan pembentahuan tertulis yang merupakan jawaban
Badan Publik atas senap permochonan informasi publik

(2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:
a. apaksh informasi publik vang diminta bernda di bawsh penguasaan atau

tidak;

b. membentahukan Badan Publif maaa yang menguas: mnlormasl yang
diminta dalam hal informasi tersebut tidak berada di  bawah
PeEnguUASAATIYA,

€. menerima atau menolak permchonan mermasi publik berikut alasannya;

d. bentuk informasi publik yang tersedia;

¢. biaya dan cara pembayvaran untuk mendapatkan informasi publik yang
dimohon;

f. waktu wvang dibutuhkan untuk meanyediakan informasi publik yang
dimohon;

g penjelasan atas penghitaman atou pengaburan mfermasi yang dimohon
bila ada; dan,

h. penjelasan apabila inlcrmasi udak dapat oiberikan karena belum dikuasai
atau belum didokumentasikan

(3) Dalam hal informasi publik yang dimohon diberikan baik sebagian atau
seluruhnya pada saat permohonan dilakukan, PPID wajib menyampaikan
pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan
dengan informasi publik yang dimohon.

(4) Dalam hal informasi publik yang dimohon, diputuskan untuk diberikan baik
sebagian atau seluruhnya namun tidak disampaikan pada saat permochonan
dilakukan, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis dan informasi
publik yang dimohon kepada pemohon informasi sesuai jangksa waktu diatur
dalam Peraturan Bupati ini.
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(5) Dalam hal permohonan informasi publik ditolak, PPID wajib menyampaikan
pemberitahuan tertulis bersamaan dengan Keputusan PPID tentang
Penolakan Permohonan Informasi.

(6) Keputusan PPID tentang penolakan permohonan informasi aleh PPID
sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) sckurang-kurangnya memuat:

d. nomor pendaftaran
b. nomor induk kependudukan (NIK) atau nomor Kartu Tanda Penduduk

(KTP)

nama

alamat

pekerjaan

nomor telepon, e-mail

informasi yang dibutuhkan

keputusnn pengecualian dan penolakan informasi

alasan pengecualian; dan,

konsekuensi yang diperkirakan akan timbul apabila informasi dibuka

dan diberikan kepada pemohon informasi.

(7) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi
publik yang dimohon disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja
sejuk permohonan diterima,

(8) Dalam hal permohonan informasi tidak disampaikan secara langsung atau
melalui surat elektronik, nomor pendaftaran disampaikan bersamaan dengan
pemberitahuan tertulis

9) Dalam hal PPID belum m&;ﬁgu&s.n.i atpgu mendokumentasilban informeasi
publik yang dimohen dan/atau belum dapat memutuskan apakah informasi

rpwos o

Yang dimohon  termasuk  informass publik  vane dikecualikan, PPID
memberitahukan perpaniangan wakio pemberitshuan  tertulis  beserta
alasannya.

(10) Perpanjangan scbagaimana dimaksud pada ayat [(9) beserta penyampaian

informasi publilk yang dimohon dilakukan selambat-lambatnya 7 [tujuh) hari
kerja scjak jangka wektu pemberitahuan tertulis schagaimana dimaksud
pada avat 7] dan tdak dapat diperpanjang lagi

(11) Format pemberitahuan tertulis sebagaimans dimakaud pada ayat (1) terdapat
pada lampiran form 05 sebagai baglan vang 1idak terpmsahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(12) Format Keputusan PPID tentang Pepolakan Permeohonan Informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tesdapat pads lampiran form 06
scbagai bagian yang tidak tcrpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

(1) Badan Publik mengenakan biaya untuk mendapatkan salinan informasi
publik seringan mungkin,

{2) Badan Publik menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi publik
yvang terdiri atas:
a. biaya penyalinan informasi publik
b. hiaya pengiriman informasi publik; dan,
c. biaya pengurusan izin pemberian informasi publik yang di dalamnya

terdapat informasi pihak ketiga.

(3) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada avat (2) ditetapkan berdasarkan

pertimbangan standar biaya yang berlaku umum di wilayah setempat.
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(4} Standar haya perolehan salinan informasi publik sebagaimana dimaksud ayat
(1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati setelah mendapatkan masukan dari
masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Pasal 27

(1) Badan Publik menctapkan tata cara pembayaran biaya perolehan salinan
informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tata cara pembayaran biaya perolehan informasi publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. dibayarkan secara langsung kepada Badan Publik di mana permohonan
dilakukan; atau,

b. dibayarkan melaiu rekening resmi Dadan Publik berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam hal pembavaran secara langsung, Fadan Publik wajib memberikan
tand= bukti penerimaan pembayaran biaya perolehan salinan iniormasi secara
terinei kepada pemohon informasi publik.

(4) Badan Publik wajib mengumumkan biaya dan tata cara pembavaran
perolechan salinan informasi publik sesual dengan tata cara pengumuman
informasi publik secara berkala.

(5) Perolehan atas pembayaran salinan informasi publik dari pemohon informas:
publik merupakan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya,

Bagian Keempat
Maklumat Pelayvanan Inlormas: Publik

Pasal 28

Badan Publik mengatur lebih lanjut makiumal pelayan informasi  publik
berdasarkan pengelolaan layanan dalam Peraturan Bupati im dan peraturan
perundang-undangan di bidang pelavanan publik

BAB VI
TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN
Bagman Keentu
Pengajuan Keberatan

Pasal =9

(1) Pemohon infurmasi publik berhak mengajuksn keberatan dalam  hal
ditemukannya alasan scbagai berikul:
a. penolakan atas permohonen informasi public sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15;
b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10,
tidak ditanggapinya permohonan informasi publik;
permohonan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
tidak dipenuhinya permohonan informasi publik;
pengenaan biaya yang tidak wajar, dan/atau,
penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang diatur dalam
Peraturan Bupati ini.
(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada
Atasan PPID melalui PPID.

m oo oan
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(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan
kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum.

Pasal 30

(1) Badan Publik wajib mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan disertai
dengan nama, alamat, dan nomaor kontak PPID.

(2) Badan Publik dapat menggunakan sarana komunikasi yang efektif dalam
menerima  keberatan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang
dimilikinya.

Liagian nedua
Kegisiras: heberalan

Pasal 31

(1) Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi lormulir keberatan yang
di=cdiakan oleh Badan Publik.

(2) Dalem hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis, PFID wajib
membantu pemohon informasi publik vang mengajukan keberatan atoa pihak
yang menerima kuasa untuk mengisikan formulir keberatan dan kemudian
memberikan nomor regisirasi pengajuan keberatan

(3) Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya
menual:

&, nomor registrasi pengajuan keberatan,
b. nomor pendaftaran permohonan informasi publik;

tujuan penggunaan Informasi Publik:

identitas lengkap pemohon infarmasi publik vang mengaijukan keberatan;

identitas kuasa pemchon informasi pubhk yang mengajukan keberatan

bila ada;

alasan pe "l-E-'i_i uan keberatan scbagaimana dimalksud dalam Pasal 29;

kasas posisi permoahonan informasi publik

walitu pemberian tangeapan atas keberaton yang diisi oleh petugas;

nama dan tanda tangan pemwhon informasi publik yang mengajukan

keberatan; dan,

j. nama dan tanda tangan petugas yang mencnma p-n‘rn;;ﬂj‘l.u—:u keberatan.,

(4) PPID wajib memberikan salinan formulir keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3] kepada pemohon informasi publik vane mengajukan keberatan
atau kuasanya scbagai tanda terima pengaiuan keberaian

(3) Format formulir keberatan scbapaimana dimaks=ud pada ayat {3) terdapat pada
Lampiran form 07 dan merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(6) Format formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku pula
dalam hal Badan Publik menyediakan sarana pengajuan keberatan melalui
alat komunikasi elektronik.

& ap

M pm

Pasal 32

(1) PPID wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register keberatan.

(2) Registrasi keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya memuat:
a. nomor registrasi pengajuan keberatan;
b. tanggal diterimanya keberatan;

J———_




(3)

(1)

(2)

(3]
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c. identitas lengkap pemohon informasi publik dan/atau kuasanya yang
mengajukan keberatan;

nomor pendaftaran permohonan informasi publik;

informasi publik yvang diminta;

tujuan penggunaan informasi;

alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

h. keputusan Atasan PPID;

1. har dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan;

j» nama dan posisi atasan PPID: dan

k. tanggapan pemohon informasi,

Format regieier keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada
Lampiran form 08 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupat ini.

® oo

Bagian Ketiga
Tangegapan Atas Keberatan

Pasal 33

Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis
yang disampaikan kepada pemohon inlormasi publik vang mengajukan
keberatan atau pihak yang menerima kussa selambat-lambatnya 30 (tga

puluh) han sejak dicatainya pengajuan kcberatan tersebut dalam register

keberatan.

Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada avat (1) sekurang-kurangnya

memuat:

a. tanggal pembuatan sural tanggapan atas keberatan;

b. nomor surat tanggapan atas keberatan;

c. tangpapan atau jawaban tertalis atasan PPID ates keberatan vang
diejukan;

d. perintah atasan PPID kepada PPID untuk memberikan sebagian atau
selurub Informasi Publik vang diminta dalam hal keberatan diterima; dan;

e. jangka waktu pelaksanaan perintal sebagaimana dimaksud pada huraf d.

PPID wajib melaksanakan keputusan tertulis scbagaimana dimaksud pada

ayat (1) pads saat ditetapkannya keputusan tertulis tersebut.

Pasal 24

Pemohon informasi publik vang menpgojukan leberatan atau pihak yang
menerima kuasa yang tdak puas dengon keputusan atasan PPID berhak
mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi
Informasi.

BAB VIII
TAHAPAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Bagian Kesatu
Tahapan Pelaksanaan Secara Umum

Pasal 35

(1) Tahapan layanan informasi publik meliputi :
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perencanaan data dan informasi;

pengumpulan data dan informasi:

inventarisasi informasi;

pemilahan data dan informasi;

penyajian data dan informasi memanfaatkan media desiminasi informasi;

pemantauan; dan,
g. evaluasi;

(2) Bagan siklus layanan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdapat pada lampiran form 09 yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

maonop

Bagian Kedua
Ferencanaan dan Pengumpulan Data dan Informasi

Pasal 36

{1} Pengumpulan data dan informasi dapat bersumber dari statistik ratin, survey
atau penelitian, kliping koran, guntingan pers, peliputan langsung dan
sumber daya lainnya baik dari mternal maupun eksternal Pemerintah
Kabupaten Tarikmalaya,

(2) Cara pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan melalui:

a. rapat koordinasi;

b. kerjasama jaringan lintas kompomnen maupun lintas sektor rutin setiap
bulannya;

. ]:H:ﬁpuhaﬂ langaung kepada narasumber, serta

d. permintaan kepaca lintas koemponen dan linlas sektor sesuai dengan data
dan informasi yvang dibutuhkan

(3) Dalam hal memenuhi kebutuhan data dan informasi publik, maka diwajibkan
kepada =setiap SKPD dan lembaga terkait untuk memberikan data dan
informas yang dibutuhkan oleh PPID Kabupaten Tasikmalaya.

Bagien heliga
Inventarisasi, Pemilahan dan Penyajian Data dan Informasi

Paszal 37

(1) PPID melakukan inventarisasi dan identifikasi keangpotaan jaringan informasi
dilingkup internal! maupun eksiemal Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya,
vakni komponen/mitra kerja yang meauliki dan rmengolah data dan informasi.

(2) PPID melakukan pemilahan dan penetapan data dan informasi, vang akan
disajikan dan disebarluaskan. Sumber data dan miormasi dapat bersumber
dari Pemerintah Kabupalen Tasibmalaye maupun mitra kerja di luar
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya secara aktif berpartisipasi dalam
pelaksanaan peningkatan akses informasi masyarakat.

(3) Berbagai data dan informasi yang tersebar baik di lingkup Pemerintah
Kabupaten Tasikmalaya maupun di luar Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
dikumpulkan, dilakukan pemilahan dan kemudian dikelompokan sesuai
dengan klasifikasi informasi.

Pasal 38

(1) PPID melakukan penyajian data dan informasi dalam rangka penyebarluasan
informasi memanfaatkan media informasi website resmi Pemerintah
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Kabupaten Tasikmalaya, surat kabar, radio, televisi lokal, papan informasi,
buletin dan media informasi lainnya.

(2) PPID dalam melakukan penyampaian informasi melalui website Pemerintah
Kabupaten Tasikmalaya membentuk satuan kerja dan pengelola administrasi
data dan informasi publik.

BAB X
LAPORAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Laporan

Pasal 39

(1) PPFID Kabupaten Tasikmalaya wajib membuat dan menyediakan laporan
layanan informasi publik sebaganimana dimaksud delam Pass! 4 paling lambat
3 (tga] bulan setelah Tahun Pelakssnan Anggaran beralhir.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
a. pgambaran umum kebijakan pelayanan informasi publik di Badan Publils;
b, gembaran umum pelaksanaan pelayyanan informasi publik, antara lain:

1) sarana dan prasarana pelavanan informasi publik yang dimiliki heserta
kondisinya;
2] sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik
beserta kualifikasinya;
3] ENPEaran pelavanan informasi serta laporan PelERUlaannya.
e. nngian pelayanan informasi publik masing-maszing Badan Publik yang
melipiati:
1) jumlah permohonan informasi publik;
2) wakiu vang diperlukan delsm momenulil sclinp permohonan informasi
publik dengan klasifikasi tertentu;
3) jumlah permchonan informasi publik vang ditolak begerta alasannya.
d. rincian penyelesaian sengketa informasi publik, meliput;
1) jumlah keberatan vang diterima:
d) tanggapan atas Keberatan vang dibeqikan dan pelaksanaannya oleh
Eadan Publik;
3) jumleh permohonan penyelesaion sengheta ke Homisi Informasi yang
berwenang;
4] hasil mediasi dan/atau keputusan apadikasi Komisi Informasi yang
berwenang dan pelaksenaannya cleh Badan Publile
5) jumilah gugaian yang diaiukan ke pengadilan; dan,
6) hasil putusan pengadilan dan pelaksanssnoya oleh Badan Publil
e. kendala eksternal dan internal delun pelaksanaan layanan Informasi
publik;
f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas
pelayanan informasi.

{3} PPID Kabupaten Tasikmalaya membuat laporan sebagaimana dimaksud ayat
(1) dalam bentuk:

a. ringkasan mengenai gambaran umum pelaksanaan layanan informasi
publik masing-masing Badan Publik

b. laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh pelaksanaan layanan
informasi publik masing-masing Badan Publik.
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(4) Laporan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari
informasi publik yang wajib tersedia setiap saat.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 40

Kegiatan pemantauan dilaksanakan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

a. pemantauan dan evaluasi berorientasi kepada tujuan, proses dan hasil dari
data dan informasi yvang disajikan;

b. pemantauan dan evaluasi dilakukan secara menyeluruh dan berkala yang
meliputi semun aspek dalam mekanisme pelaksancan penyajian dan
penyebarluasan informasi. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi
penyajian dan penyebarluasan informasi dilaksanakan secara langsung dan
tidak lungsung;

c. secora langsung dilakukan dalam bentuk observasi, wawancara dan diskusi
dengan pihak-pihak vang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan
penyebarluasan informasi;

d. secara tidak langsung dilakukan melahi laporan tertulis triwulan, mencakup
jumlah pengunjung website, jumlah pemberitnan dan jumlah artikel pada
media surat kabar, serta jumlah data dan informasi lain yang disajikan
melalui website, papan informasi: dan buleting dan,

e. pemanlauan dan evaluasi dilaksanakan secara internal oleh PPID dan secara
ekstermal dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebagai
penanggung jawab keglatan penyebarluasan dala dan inlormasi di Kabupaten
Tasikmalaya.

Pagzal 41

Untuk mengetahul apakah pelaksansan pemberian layanan informasi sesuai

dengan (gjuan yang lelah ditetapkan perlu dilakuken evaliasi. Pelaksanaan

evaluasi didasarkan pada:

a. tujuan yang hendak dicapai dan hasil pelaksanaan yang telah dicapai
berdasarksan daia dan informasi yang disajikan;,

b. kemampuarn memberikan atau menyediakan informasi yang tepat, cepat dan
dapat dipercaya; damn,

c. obyektif dengan pengertian bahwa, informas vane disafikan benar-benar
dibutuhkan dax bermanfaat bagi penpgguna.

BAB X
PEMELAY AN
Pasnal 42
Biaya vang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan layanan informasi kepada
masyarakat pengguna, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya.

BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal drundangkan.
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Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Eingatqa.rgga
oo ¢ 201
pada tanggal ’ _—_ ?

BUPATI TASIEMALAYA,

o

UU RUZHANUL 'TLUME“"RE

Diriridangken i Singapdros T
pada tangpal 29 Fovember 2013

S

SEKRETARIS DAERAH
KABLIPATEN TASIKMALAYA

M 280U KODIR
NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYTA TAHUN 2013 NOMOK
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